
 

 
       

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 24 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN      

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mendanai keperluan mendesak yaitu 

pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta 

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran dari Belanja 

Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang membidangi, maka Peraturan Bupati Malang    

Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah     

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan    

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan        

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang       

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara      

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan             

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan            

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19         

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 350); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 630); 



 
 

 
 

6 

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 

dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6          

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022     

Nomor 6 Seri A); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3          

Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 3 Seri A); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4  Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 4 Seri A); 

33. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2024 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 32 Seri D); 

34. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 20 

Seri A); 

35. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2025 Nomor 21 Seri A); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2025 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN         

ANGGARAN 2025. 

  

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang       

Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun       

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang          

Tahun 2025 Nomor 21 Seri A) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 

dan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 21 Seri A) Pasal 3 

diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 

dan Lampiran IV Pasal 3 berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 

dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal 

yaitu Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4A 

 

Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 9 September 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 9 September 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 
 

TOMIE HERAWANTO 

  

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 24 Seri A  


